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BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR {2_TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

(9]

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan turcs
Kantor Pefayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung i
di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dipandang ©
mengatur  lebih fanjul mengenai Prosedur  Penvelencourzan
Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurul o perlu menctapkan Peraturan Bupatt Tentang Prosedur
Penvelengearan Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Nantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur,

Undang-Undang Nomor I8 Tahun 1997 Tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) scebavaimana telah
diubah dengan Undane-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat I Lampung Timur dan Kotamadya Dacrah Tingkat 11
Metro (Lembaran Negara R Tahun 1999 Nomor 46. Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3825 ):

Undang-Uindang Nomor 32 Tahun 2004 Yentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor
4437) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhiy dengan
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (T.embaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara tahun 2004
Nomor 4438%):
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CReputusan Mentert Pendavagunaan  Aparatur Negare

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah - Dacrah
Provinsi dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota:

Instrakst Presiden Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pedoman

Penvederhanaan Pengendahan Perizinan di Bidang Usaha:

can dan
avanan - Aparatur - Pemerintah Kepada

[nstrukst Presiden Nomor I Tahun 1995 Tentang Perbai
Peningkatan Mutu - Pe
Masvarakal:

Instrukst Presiden Nomor 5 ‘Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi:

Instrukst Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pakel Kebijakan
Ilim [nvestasi:

CPeraturan Mentert Dalam Negert Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Organisast dan Tata Kerja Unit Pelavanan Terpadu di
Dacrah:
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O3/RIEDIMPAN/7/2003  Tentang  Pedoman cnyelenggaran
Pelavanan Publik:

Peraturan Mentert Negara Pendavagunaan Aparatur - Negara

Nomor = PERZOPAN/2006 Tentang  Pedoman  Penyusunan
Standar Pelavanan Publik:

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Fimur Nomor 11 Tahun

2000 Tentang Retribust Izin Gangguan:

CPeraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun

2000 Tentang Retrbusi Tz Mendirikan Bangunan:

- Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun

2002 Tentang 17in Usaba Kepariwisataan:

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun
2002 Tentang Izin Penumpuian. Pemanfaatan dan Penggunaan
Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun

2004 Tentang Retribust izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan
Industri Perdagangan dan Koperasi:

. Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun

2004 Tentang Izin Visaha Jasa Konstruksi:

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun

2005 Tentang Rekomendast Kesesuaian [ahan:

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun™

2000 Tentang Retribust fzin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti;

CPeraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun

2007 Tentang Retribust Perizinan Pertambangan Bahan Galian
Golongan €



220 Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun

2008 Tentang Retribust Pemberian bzin Pe

euaraan Sarana
Pelavanan Keschatan. Pemeriksaan/Uji Laik Schat Bagi Tempat-
Tempat Uimum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih:

]
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Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun
2007 Ventang Urosan Pemerintahan Yang Menjadi Kewerangan

Pemerntahan Dacrah;

24, Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nowsoe - Tooon
2008 Tentang Pembentukan Organisast dan Taz Nerz N

Pelavanan Perizinan Terpadu:

]
‘St

S Peraturan Bupat I Lmlpt o Timur Nomoer T o0 ©olonang
Uradan Tugas

ddn Fungsi Kaws = Do oo Permainan

Terpadu I\'uhupu(cn Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB |
KIETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini. yang dimaksud dengan -

l.

o

'

0.

Bupat adalah Bupati Lampung Timur:

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Periziman Terpadu Kabupaten Lampung
Timure:

Kantor Peluvanan Perizinan 'l‘erp'ldu vang selaniuia disebut Kantor adalah Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timar

Satuan Kerja Perangkat Dacrah adalah Bados Dimes Kontor di Lingkungan Pemerinias
Dacrah Kabupaten Lampung Timur.

Pelavanan adalah Pelayanan yang dilaksanakan dan aiew diberikan oleh Kantor Peizvznan
Pevizinan 'erpadu Kabupaten Iampunu Timur kepada orang pribadi dan atau Badan

Hukum di Kantor Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaien Lampung Timun:

Izin adalah dokumen vang dikeluarkan oleh pemeriniah dacrah berdasarkan peraturan

dacrah atau peraturan Tamnyva vang merupakan bulkt fegahitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya sescorang atau badan untuk melakithan usitha atau kKegiatan ertentue

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang at

baik dalam bentuk izin maupun tanda daltar usaha:

glalan tertentu.

Non Perizinan adalah pemberian fegalitas kepada orang atau pelaku/kegiatan tertentu,
baik dalam bentuk rekomendasi maupun tanda daftar usaha:
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. Prosedur Penye

CKewenangan penandatanganan adalah kewenangan untuk menandatangani perizi

Czin Gangguan adalah izin vang diberikan bagi tempat-tempat usaha vang dinen

Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha
vang dilakukan sckaligus mencakup lebih dart satu jenis izin. yang diproses secara

terpadu dan bersamaan:

Rekomendasi adalah suatu tanda bukti sah berupa sural pernyataan yang dikeluarkan olel:
pemerintah daerah guna melengkapi surat izin kelanjulan usaha;

enggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalzz
pedoman kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai
tahap permohonan sampai ke tahap terbithyva dokumen dilakukan secara terpadu da
satu pitu dan satu tempat;

CStandar Prosedur Operasional adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebzz:z

pedoman penyelenggaraan pelavanan perijinan dan non perijinan pada Kantor Pelavarz-
Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur yang mengatur tentang jenis pelavarar.

peneertian pelavanan, dasar hukum pelavanan. persyaratan pe

ayanan, biaya pelavan.r.
masa berlakus waku penyelesaian pelayvanan, dan kewenangan penandatanganan

cDasar Flukum Pelayanan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi daszs

penyelenggaraan pelayanan:

. Persyaratan Pelayanan adalah svarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusarn

sesuatu jenis pelayanan. baik persyaratan teknis maupun administraut;

. Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin adalah besaran biaya/tarif pelayanan yang harus

dibayarkan olch penerima pelayanan untuk memperolel izin yang dimohonkan:

. Masa berlaku adalah jangka waktu yang ditetapkan sampai selesainya perizinan dan norn

P

perizinan:

CJangka Waktu Proses adalah jangka waktu vang diperlukar < menyelesaikan se’uri-
fangka Waktu Proses adalah jangka waktu vang diperlukan untuk menyelesaikan se

proses pelayanan dart setiap jents pelavaaan perizinan dan non perizinan:

NON Perizinan:

Tim {eknis adalah kelompok kerja yang terdirt dart Pejabat Satvan Kerta Perzngs
Daerah terkait yvang mempunyat kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinzn

b

o0 -

oleh setiap orang atau badan hukum di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Slzin Gangguan Skala Besar adalab izin gangguan yang diberikan bagi usaha dernzan uas
. . 0 - [
ruang tengah usaha/tahan lebih dart 200 m™ (scratus meter persegi) 3 INI@NS

pangguan 3:

b

Szin Gangguan Skala Menengah dan Keceil adalah 1zin gangguan yang diberiszn bagl

usaha yang tdak memenuhi keiteria Izin Gangguan Skala Besar:

lzin Usaha Industri adalah 1z untuk melaksanakan kegiatan ckonomi vang merngolah
bahan mentah. hahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang iad: menjadi
barang vang nilamva febih tinggr untuk penggunaannva, lermasuk Keviatan rancang
bangun dan rekayasa ndustr:

lzin Usaha Perdagangan adalaly izin untuk melaksanakan kegratan jual beli barang atau
Jasa vang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau

Jasa dengan disertar imbalan atau kompensasi:

. Tanda Daftar Industri adalah pencatatan resmi yang  disahkan oleh pejabat yang

berwenang untuk kegiatan ekonomi vang mengolah bahan mentah. bahar baku menjadi



barang sctengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainva lebih tinggi

= oo

untuk penggunaannya. termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri:

26, Tanda Daltar Perusahaan adalah pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang untuk bentuk usaha vang menjalankan sctiap usaha yang bersifat tetap dan
terus menerus dan didirikan. bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten
Fampung Timur. untek tujuan memperoleh keuntungan atau laba:

27 Tanda Daltar Gudang adalah izin penggunaan gudang  vang  diperuntukkan  untuk
menyimpan barang-barang dagangan:

28. lzin Pertambangan Dacrah Bahan Galian Golongan C (SIPD) adalah 1zin usaha
pertambangan bahan galian golongan €

29, Izin Penumpukan Kayu dan Non Kayu adalah izin vang diberikan untuk setiap kegiatan
penumpukan kayu dan non kayu yang diperjualbelikan;

30. Izin Usaha Kepariwisataan adalah izin operasional usaha kepariwisataan:

31. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan untuk lavanan jasa
konstruksi perencanaan pekerjaan  konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi:

32. Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sritt adalah izin pengambilan sarang burung walet
dan sriti di habitat alami maupun habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan. pembinaan dan pengendalian habitat
serta populasi burung walet dan sriti;

e
s}

CIzin Optikal adalah 1zin penyvediaan alat bantu penglihatan denwan tujuan komersit;
| peny peng L 4 ;

(S
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lzin Apotek adalah izin penyediaan obat-obatan medik dengan tujuan komersil;

e
4

Clzin Toko Obat adalah izin penvediaan obat-obatan non medik tanpa resep dokter dengan
tujuan komersil:

36. Sertifikast Laik Schat adalah tanda buktl sah berupa sural pernvataan yang dikeluarkan
oleh pemerintah dacrah untuk keperluan mendirtkan badan usaha keschatan baik pribadi
maupun erorganisir:

37. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan
bangunan sccara hisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber

AR,

aku;

38, Rekomendasi Kesesuaran Lahan adalah rekomendasi vang diberikan sehubungan dengan
persetujuan fokasi untuk pembangunan baik oleh instansi pemerintah maupun badan
swasta/perorangan:

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang  selanjutnya  disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribust yang menentukan besarnva pokok retribusi:

BAB 11
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

(1) Objek Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sarana dan prasarana baik yvang
bergerak dan tidak bergerak vang digunakan untuk usaha kegiatan perizinan dan non
perizinan.



(2ySubjek

Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan adaluh \:;::“_v: pribadi ataw »adan hukum

Kegiatan tertentu yang depat dikenakan perizinan dan non
perizinan.

BAB I
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Perizinan terdiri dari :
1. lzin Gangguan;
2. lzin Usaha Perdagangan (SIUP):
3. Tanda Daftar Industri ¢ TDI):
4. Tanda Daftar Gudang (1DG);
5. Tanda Daftar Perusahaan (1TDP):
6. Tzin Usaha Industri (1U1):
7. lzin Pertambangan Dacrah Bahan Galian (mlonuan C(SIPD):
8. lzin Usaha Kepariwisataan:
9. lzin Usaha Jasa Konstrukst,
10. 1zin Penumpukan Kavu dan Non Kayu:
11. Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti:
2. Izin Optikal:
13, [zin Apotek:
14, 1zin Toko Obat:
15 lzin Mendiritkan Bangunan (IMB).
(2) Jenis Pelavanan Non Perizinan terdirt dari

1. Rekomendast Kesesuaian Lahan
2. Sertilikast Laik Schat:

(3) Prosedur dan Standar Operasional Penvelengporaan Perizinan dan Non  Perizinan

tercantum dalam Lampiran I dan 1 Peraturan ine dan merupakan bagian udaXk terpisahkan
dalam Peraturan i,

(4) Untuk memperoleh pelayvanan perizinan pararel, cukup digunakan salah satu persyaratan
yang mencantumkan syarat yang sama dan surat persetujuan/rekomendasi dart Tim
Teknis yang berkaitan dengan izin vang dimohonkan tersebut.

BAB IV
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 4

(1) Kantor menyvediakan sarana peng:

earaan pelayanan perizinan terpadu,

(2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.



BAB YV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

(1) Pelaksanaan Peraturan ini berada di bawah pengawasan dan pembinaan Bupati yang
pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh Kepala Kantor.

(2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdirt dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
terkait.

(4) Kepala Kantor menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan Peraturan ini
kepada Bupati sctiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini. maka semua ketentuan yang mengatur hal yang
sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini. sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3¢ Jalt 2009

BUPATI LAMPUNG '

Kf’ %/m

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal a0 Juli 2009

SEKRETARIS DAERALH.
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Lampiran 1 ¢ Peraturan  Bupati  Lampung Timur
Nomor Tahun 2009
Tanggal 2009

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Seragam Khusus Penyelenggara

B.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur selaku penyelenggara
perizinan dan non perizinan wajib mengenakan Seragam  Khusus dan Tanda Pengenal
(/D Card) vang model. hentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Dyenvas P ole ey
Prosedur Penyelenggaraan

1.

Izin Gangguan

‘N

0.

Pengeriian

lzin bagr tempat-tempat usaha vang dimohonkan oleh setiap orang atau budan hukum
di wilavah Kabupaten Lampung Timur.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribust [zin Gangguan
Klasifikasi Sasaran

Orang pribadi atau Badan Usaha vang akan menyelenggarakan usaha di wilayah
Kabupaten Lampung Timur.

Persyaratan

1. Mengist formulir permolionan perizinan. bermaterai 6000

2. Suratl Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000:
3. Rekomendasi dari Camat setempat:
4

Surat Izin Lingkungan dart Lurah/Kepata Desa setempat:

5. Denah Lokasi tempat usaha:
0. Foteopy Akte Notaris 1 (satu) buah:
7. Pas photo 3 x4 (1

8. Toto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon 1 {satu) lembar.

cmbar):

Musa Berlaku

Selama masih melakukan keeiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap
lima tahun

Jangka Waktu Proses

4 hart kerja

Standar Biava Retribust Penerbitan Tz

a. Besarnya retribust ditetaphan sehaga berikut
Relrtbust Gangguan
| uas Ruang Tenpah Usaha < Indeks Gangguan s fadeks Lokasi x Taril
Tart! didasarkan pada fuas ruang atau lahan usaha yvang ditetapkan :
. 2 . . - , 0 . .
~sampal dengan 1007 dikenakan biava Rp.500.00/m~ (lima ratus rupiah per

meter persegt)



- Selebihnya dikenakan biava Rp.400.00/m? (empat ratus rupiah per meter persegi)
b. Biava daftar ulang ditetapkan 75 % x jumiah vang tercantum dalam SKRD
¢. Biaya survey lapangan/penelitian dan pengukuran Rp. 45.000.,00
d. Biaya administras Rp. 10.000.,00.

e. Biaya Penggantian (Duplikat) Surat [zin Gangguan vang rusak atau hilang 10 9«
(sepulub persen) dari biaya retribusi

. Kewenangan Penandatanga
8. Kewenangan Penandalangan

Izin Gangguan Skala Besar oleh Bupat Lampung Timur.

o

.
2. lzin Gangguan Skala Menengah dan Kecil oleh Kepala Kantor

2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengertian

Izin untuk melaksanakan kegratan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara
terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan diserta:
imbalan atau kompensasi

2. Dasar ukum

Peraturan Dacrah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Reirtbust 1zin Usaha dan
Pendaltaran Kegiatan industit Perdaganean dan Koperasi

(S

Klasilikast Sasaran

Orang pribadi atau Badan Usaha vang menyelenggarakan usaha di bidang
perdagangan di wilavah Kabupaten Lampung Timur.

4. Persyaratan

[ Mengist formulir permohonan perizinan. bermaterai 6000:
' 2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan. bermaterai 6000;
3.0 AR Pendirian Perusahaan (jika ada):
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan:
S0 ot copy Sural Izin Gangeuan:

6. Denah lokast usaha:
7. NPWP penmilik:
S. Masa Berlaku

Selama masth melakukan Kegiatan usaha.

0. Jangka Waktu Prosces

14 hart kerja

7. Standar Biayva Retribusi Penerbitan 1zin
A Biava Retribusi Pencerbitan 17in
I Pengusaha Keeil (PR
[nvestast s/d S0 juta Rp. 30.000,00
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Investast > 50 juta s/d 100 juta Rp. 75.000.0G

Investast > 100 juta s/d 200 juta Rp. 100.000.00
2. Pengusaha Menengah (PM)
Investasi > 200 juta s/d 300 jutla Rp. 150.000.00
Investasi > 300 juta s/d 400 juta Rp. 200.000.00
Investasi > 400 juta s/d 500 juta Rp. 250.000.00
3. Penpusaha Besar (P1)
Investasi > 500 juta s/d 750 juta Rp. 300.000.00
Investasi > 750 juta s/d | milyar Rp. 400.000.00
Investasi > | milyar Rp. 500.000.00
4. Izin Usaha Pasar Modermn (STUPM) Rp.2.500.000,00
5. Izin Usaha Waralaba (SIUW) lokal Rp.1.000.000,00
b. Biaya administrasi dan peninjauan lapangan, ditetapkan :
45, - Perusahaan Perseorangan Rp.  50.000.00
’ - Perusahaan Berbadan Hukum
- Investast s/d 200 juta Rp.  75.000.00
- Investast s/d 500 jula Rp. 150.000,00
- Investasi > 500 juta ' Rp. 250.000.00

¢. Biava perubahan izin ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi yang ditetapkan pada
1zin vang dimaksud.

d. Biayva daltar ulang 5O % dari retribusi izin.

8. Kewcenangan Penandatangan

Kepala kantor

3, Tanda Daftav Industri (TDI

I Pengertian

Pencatatan resmi vang  disahkan oleh pejabat vang berwenang untuk kegiatan
ckonomi vang mengolah bahan mentah. bahan baku menjadi barang setengah jadi
dan atau barang jadi menjadi barang yang nitainya lebih tinggi untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industrl.

2. Dasar [ lukum

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha dan
Pendaltaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi

Klasihkast Sasaran

]

Orang pribadi atau Badan Usoha yang menyelenggarakan usaha  di bidang
perindustrian di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4. Persyaratan

1. Mengist formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000:

oy


http:150,000.00

0.

3.

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000:
3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada);

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;

5. Foto copy Surat [zin Gangguan;

6. Denah lokasi usaha:

7. NPWP pemilik:

Masa Berlaku

5 {(Iima) tahun dan wajib melakukan daltar ulang sctiap tahun
Jangka Waktu Proses

14 hari kerja

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Industri

a. Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Industyi

- Investasi s/d 50 juta Rp. 100.000.00
- Investasi > 50 juta s/d 100 juta Rp. 250.000,00
- Investasi > 100 juta 8/d 2000 juta Rp. 500.000.,00
b. Biava administrasi dan peninjauan lapangan. ditclapkan ;
- Perusahaan Perseorangan Rp. 50.000.00
- Perusahaan Berbadan Hukum
- Investasi s/d 200 Juta Rp.  75.000.00
- Investast s/d 500 juta Rp. 150.000.00
- Investasi > 300 juta Rp. 250.000.00

¢. Brava perubahan tanda daltae ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi vang
ditetapkan pada tanda daltar vang dimaksud.

d. Brava daltar ulang 50 % davi retribusi tanda daftar,

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

Tanda Daftar Gudang (TDG)

)

Pengertian

Pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabal yang berwenang terhadap penggunaan
gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan/komersil.
Dasar IHukum

Peraturan Daeralh Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi lzin Usaha dan

Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi

IKlasiNkast Sasaran

Gudang milik orang pribadi atau badon usaha yang diperuntukkan untuk menyimpan
barang-barang dagangan.

Persyaratan

I Mceneisi formulir permohonan perizinan. bermaterai 6000;



N

N

0.

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan. bermaterai 6000:
3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada):

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;

S. Toto copy Surat [zin Gangguan:

6. Denah lokasi usaha:

7. NPWP pemilik:

Masa Berlaku

S (lima) tahun dan wajib melakukan daltar ulang setiap tahun
Jangka Waktu Proses

I4 hart kerja

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

a. Biava Retribust Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- Ukuran 0 m* s/d 500 m” Rp. 100.000.00
- Ukuran 500 m” s/d 1000 m* Rp. 150.000.00
- Likuran 1000 m* s/d 2500 m* Rp. 200.000.00
- Ukuran = 2500 m* Rp. 500.000.00
b. Biava administrasi dan penijauan lapangan. ditetapkan
- Perusahaan Perscorangan Rp.  50.000.%
- Perusahaan Berbadan Hukum
- Investast s/d 200 juta Rp.  75.000.00
- Investasi s/d 500 juta Rp. 150.000.00
- Investast = 500 juta Rp. 250.000.00

Kewcenangan Penandatiangan

[Kepala Kantor

Tanda Daftar Perusahaan (TDDP)

3

Pengertian

Pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat vang berwenang untuk bentuk usahz
vang menjalankan setiap usaha vang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan.
bekerja dan berkedudukan dalam wilavah Kabupaten Lampung Timur, untuk tuican

Phevas
memperoleh keuntungan atau laba.

Dasar ukum

Peraturan Dacrah Nomor 07 Tahun 2004 Tentane Retribust lzin Usaha

o

Pendaltaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi

v
o

(.

Klasitikasi Sasaran

Bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha vang bersifat tetap dan terus menerus

dan didirvikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilavah Kabupaten Lampung Timur.

untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
Persyaratan

I Mengst Tormulir permohonan perizinan, bermaterar 6000;
2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan. bermaterar 6000:

‘“n



(99

b

~] & n

]

Akte Pendirtan Perusahoan (jika ada):

FFoto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan:

Foto copy Surat Izin Gangguan:
Denah lokasi usaha:
NPWDP pemilik:

Muasa Berlaku

5 (hmay tahun dan wagib melakukan daltar ulang sctiap tahun

0. Jangka Waktu Proses

[4 hari kerja

~J

Standar Biava Retribusi Penerbitan Tanda Daltar Perusahaan

a. Biaya Retribust Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan

6%

S0y
7

b.

I

to

[}

:t_

0.

0Ze)

Perscroan Terbatas (PT) ¢
Investast s/d 200 juta Rp.
Investast > 200 juta s/d 500 juta Rp.
Investast > 500 juta Rp.1
Koperasi :
Investast s/d 200 juta Rp.
[nvestasi > 200 juta s/d S00 juta Rp.
Investast > 500 juta Rp.
Persekutuan Komanditer (CV) :
Investasi s/d 200 juta Rp.
[nvestast > 200 juta s/d 500 juta Rp.
Investasi > 500 juta Rp.
Firma (Fa) .
Investast s/d 200 juta Rp.
Investasi > 200 juta s/d 500 juta Rp.
[vestast -+ 300 juta ~ Rp.
Perorangan (PO)Y -
Investast s/d 200 juta Rp.
nvestasi = 200 juta s/d 300 juta Rp.
Investast > 500 juta Rp.
Badan Usaha Lain (BUL) :
BUL Umum Rp.
BUNMN/B UMD Rp.
Penanaman Modal Asing (PM\) Rp.
o Salinan Resnu Rp.
. Petikan Resmi Rp.

Biaya administrast dan peninjauan lapangan, ditctapkan :
- Perusahaan Perscorangan Rp.
- Perusahaan Berbadan Tukum

- Investast $7d 200 juta Rp.

O

500.000.00
500.000.00
.000.000,00

100.000,00
150.000,00
200.000,00

150.000,00
250.000.,00
500.000.,00

100.000.00
150.000,00
200.000,00

100.000.00
150.000.00
250.000.00

300.000.00
150.000.00
750.000.00

50.000.00



S0

- Investast s/d 300 juta Rp. 150.000.00
- Investasi > 500 juta Rp. 250.000.00

¢. Biayva perubahan tanda daftar ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi yang
ditetapkan pada tanda daftar yang dimaksud.

. Braya daftar ulang 30946 dart eetribusi tanda daltar.

8. Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

6. 1zin Usaha Industri (1UI)

1. Pengertian

[zin untuk mclaksanakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahar ~z-7z2. bahan
baku menjadi barang sctengah jadi dan atau barang jadi menjadi borz-2 - -2 rilainya
lebih tinggi untuk penggunaannya. lermasuk kegiatan rancang »amo.- Zan rekayasa
industri.

2. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retrinus: z:m Usaha dan
Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi.

A

3. Klasifilkasi Sasaran

Kegiatan ekonomi yang ang pribadi atau ha
bahan mentah. balmn baku an‘]ddl barang setengal ‘2

<22 weng mengolah
harang jadi
ermasuk keglatan

menjadt barang vang nilainya lebib tinggi untuk penggunaeans
rancang bangun dan re

Kavasa indust.

4. Persyaratan

[ Mengist Tormulir permohonan perizinan. bermaterar 60
2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan., bermatera: 60 i
7, 3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada):
4. l'oto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan:
[Foto copy Surat Izin Gangguan:
6. Denah lokast usaha:
7. NPWP pemilik:

[94]

5. Masa Berlaku

Selama masth melakukan kegiatan usaha.

6. Jangka Waktu Proses
14 hart kerja

7. Standar Biava Retribusi Penerbitan 1zin
a. Biaya Retribusi Pencrbitan 1zin
- Investasi > 200 juta s/d 600 juta Rp.1.000.000.00
- Investasi > 600 Jutas/d Tmilvar Rp.1.500.000.00
- Investasi > 1 milvar Rp.1.500.000.00



b. Biava administrast dan peninjauan lapangan, ditetapkan :

- Perusahaan Perscorangan Rp.  50.000.00
- Perusahaan Berbadan Hukum
- Investasi s/d 200 juta Rp. 73.000.00
- Investast $/d 500 juta Rp. 150.000.00
- Investast > 500 jula Rp. 250.000,00

&)

. Biaya perubahan izin ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi vang ditetapkan pada
izin yang dimaksud.

d. Biaya daftar ulang 50 % dari retribusi izin.

Kewenangan Penandaltangan

Kepala Kantor

7. Izin Pertambangan Dacrah Bahan Galian Golongan C (SIPD)

I

Q]

(%)

Pengertian

[zin usaha pertambangan bahan puhian gotongan C.

Dasar [fukum

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Retribusi Perizinan Pertambangan
Bahan Galian Golongan €

Klasilikasi Sasaran

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan
calian polongan C diowilavah Kabupaten Lampung Timur.

Persyaratan

a. Permohonan 1zin Buaru

[ Mengist formulr permohonan perizinan. bermaterai 6000:

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan. bermaterai 6000:

3. Folo copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon:

4. Petatopograli skala 12 1000:

5. Petasituasi Jokasi pada skala 1 : 25.000:

6. Surat kejelasan status tanah:

7. Dokumen lingkungan (UPL-UKL) vang disahkan Badan Lingkungan HiZur

Kab. Lam Tim:
S Surat Izan Gangguan:
9. Surat [zin Persclujuan Prinsip;
CAD/ART jika berbadan usaha koperast dan telah disahkan:
. Rekomendasi Camat dan persetujuan Kepala Desa setempat:
- Memiliki kantor/tempat administrast di lokasi:

W N — O

CTanda bukt pelunasan pajak galian € bagl yang telah  melaksanaxar
cksploitasi:
14, Tanda bukli sctoran jaminan reklamasi atau perbaikan lingkungan veng
disahkan olch dinas yang berwenang:
1S, Daftar tenaga ahli dan personalia:
16. Daltar peralatan.



h. Perpanjangan [zin :
. Mengist formulir permohonan perizinan, bermaterat 6000,

2. Sural Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000

3. Joto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon:

4. Pela lopograh skala 1 : 1.000

5. 'Tanda bukti setoran jaminan reklamasi;

6. Dokumen hingkungan (UPL-UKL) vang disahkan Badan Lingkungan Hidup

Kab. Lam Tim;
7. Laporan akhir kegiatan cksploitasi.

Masa Berlaku

wn

-

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
6. Jangka Waktu Proses

15 har Kerja
7. Standar Biaya Retribust Penerbitan 1zin

. Kegiatan Usaha Pertambangan Skata Kecil, Luas Area 2 s/d 5 hektar
- Eksplorast sebesar Rp.20.000.- x Tuas area x jangka waklu izin
- Lksploitasi sebesar Rp.50.000.- x luas area x jangka waktu 1zin
- Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 150.000,00
- Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp. 150.000.00

8]

Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Menengah, Luas Area 5 s/d 10 hektar
- Bksplorasi sebesar Rp.2530.000.- x Tuas arca x jangka waktu 1zin
- Lksploitast sebesar Rp.250.000.- x luas arca x ]anwl\a waktu 1zin
- Pengolahan dan Pemumian sebesar Rp.2 .00
- Pengangkutan dan Penjualan scbesar Rp 0 10.00

3. Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Besar, Fuas Area lebih dari 1O hektar
- Eksplorvasi sebesar Rp. %()(b 000.- x Tuas area x jangka waktu izin
- Iksploitasi sebesar Rp.300.000.- x luas avea x jangka waktu izin
- P Lngolalmn dan Pemurnian schcsm‘ Rp.500.000.00
- Pengangkutan dan Penjuatan scbesar Rp.500.000.00
8. Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

8. lzin Usaha Kepariwisataan

. Pengertian

[z operasional usaha Repariwisitaan.

20 Dasar Hukum

Ceraturan Dacrah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Lz Usaha Kepariwisataan,

[S]

K lasitikast Sasaran

Sctiap pribadi atau badan hukum vang akan melakukan keglatan usaha di sekior
Kepariwvisataan.



4. Persyaratan

b Mengisi formuliv permohonan perizinan. bermaterai 6000:

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan. bermaterai 6000

30 Fotacopy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. PasToto 5 x4 schanyak 2 lembar:

5. Foto copy Izin Prinsip Membangun Usaha Kepariwisataan dari Dinas Pariwisatz

Scnn dan Budava Kab. Lam Tim;
0. Foto copy Sural [vin Gangeuan;
v oo

5. Masa Berlaku

Selama masih melakukan kegiatan usaha dan 3 (tiga) tahun sekali wajib melakukan
pendaftaran ulang.

6. Jangka Waktu Proses

14 har kerja

7. Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

Py a. Retribust tzin
1. Taman Rekreasi dan Hiburan Umum Rp. 250.000
2. Diskotik/Bar/Klab Malam Rp.2.500.000
3. Karaoke Rp.1.500.000
4. Permainan Ketangkasan Rp.1.000.000
5. Panti Pijat Rp.2.500.000
6. Maundi Uap Rp.2.500.000
7. Sarana Olahraga Rp.1.000.000
8. Bioskop Rp.1.000.000
9. Billiard Rp. 500.000
10, Sanggar Seni Rp. 100.000
11 Rental VCD Rp. 100.000
12, Salon Rp. 100.000
13, Pertunjukan IFilm ' Rp. 100.000
4. Pertunjukan Kesenian dan scjenisnya Rp.  50.000
15, Pergelaran Musik dan Tari Rp. 30.000
) 16, Pertandingan Olahraga Rp. 200.000
ik 17. Nolam Pemancingan Rp. 500.000
18, Obvek Wisata Kelas A R».1.000.000
19, Obyek Wisata Kelas B Rp. 500.000
200 Wisata Tirta Kelas A Rp.2.000.000
210 Wisata Tirta Kelas BB Rp. 1.000.000
220 Kowasan Partwisata Kelas A Rp.2.000.000
230 Kawasan Pariwisata Kelas B Rp.1.000.000
240 Towe! Berbimtang 4 - 3 Rp.2.000.000
250 Tloe! Berbimtang |- 3 Rp.1.000.000
26, Jlote! Melati 3 Rp. 750.000
27, Totel Melati 2 Rp. 500.000
28, Tote! Melati | Rp. 350.000
29, Hotel Non Kelas Rp. 200.000
30, Perkemahan Kelas A Rp. 300.000
ST Perkemahan Kelas B3 Rp. 300.000
32,0 Pondok Wisata Kelas A Rp. 400.000
330 Pondok Wisata Kelas BB Rp. 200.000
S Penginapan Remuaja Kelas A Rp. 400.000

/)
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Pengimapan Remaja Kelas B

Restoran

Rumah Makan Kelas A

Rumah Makan Kelas B

Rumah Makan Non Kelas/Catering
Biro Perjalanan/Agen Perjalanan Wisata
Jasa Impresariat

Jasa Pramuwisata

Jasa nformast Partwisata

Jasa Konsultan Partwisata Kelas A

Jasa Konsultan Pariwisata Kelas 13

Jasa Konfeksi. Perjalanan Insentil & Pameran

. Daftar Utang -

Taman Rekreast dan Hhiburan Unium
Diskotik/Bar/Klab Malam

Karaoke

Permainan Ketangkasan

Panti Pijat

Mandi Uap

Sarana Olahraga

Bioskop

- Sanggar Seni

Rental VCD
Salon
Kolam Pemancingan
Obyek Wisata Kelas A
Obyek Wisata Kelas 13
Wisata Tirta Kelas A
Wisata Tirta Kelas B
Kawasan Pariwisata Kelas A
Kawasan Pariwisata Kelas 13
Hotel Berbintang 4 — 3
[lotel Berbintang 1 - 3
\Iolcl Melat 3
[otel Melat
I lotel Melati ]
Hotel Non Kelas
Perkemahan Kelas A
Perkemahan Kelas B
Pondok Wisata Kelas A
Pondok Wisata Kelas 13
Penginapan Remaja Kelas A
Pengimapan Remaja Kelas 13
Restoran
Rumah Makan Kelas A
Rumah Makan Kelas B
Rumah Makan Non Kelas/Catering
Biro Perjalanan/Agen Perjalanan Wisata
Jasa Impresariat
Jasa Pramuwisata
Jasa Informasi Pariwisata
Jasa Konsultan Pariwisata Kelas A

11

Rp. 200.000
Rp.1.500.000
Rp. 750.000
Rp. 500.000
Rp. 300.000
Rp. 400.000
Rp. 400.000
Rp. 300.000
Rp. 300.000
Rp. 400.000
Rp. 200.000
Rp. 500.000
Rp. 200.000
Rp.2.000.000
Rp.1.500.000
Rp. 750.000

Rp.2.000.000
Rp.2.000.000

Rp. 500.000
Rp. 500.000
Rp.  20.000
Rp. 20.000
Rp.  20.000
Rp. 500.000
Rp. 750.000
Rp. 500.000
Rp.1.500.000
Rp.1.000.000
Rp.1.500.000
Rp.1.000.000
Rp.1.000.000
Rp. 500.000
Rp. 300.000
Rp. 300.000
Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 300.000
Rp. 150.000
Rp. 300.000
Rp. 150.000
Rp. 300.000
Rp. 150.000
Rp. 750.000
Rp. 500.000
Rp. 300.000
Rp. 200.000
Rp. 250.000

Rp. 250.000
Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 300.000



Y

8.

40. Jasa Konsultan Pariwisata Kelas BB Rp. 150.000
41, Jasa Konlcksi, Perjalanan Insentuif & Pameran Rp. 300.000

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi

=

(I,

6.

Pengertian

Izin yang diberikan untuk layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruks:.
layanan jasa pclaksanaan  pekerjaan konstruksi  dan  layanan jasa  konstruks:
pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Klasifikast Sasaran

Sctiap pengusaha yang akan mengikuti pelelangan di wilayah Kab. Lampung Timur.

Persyaratan

1. TF'oto copy Akta Pendirian perusahaan berikut perubahannya:

2. Ioto copy lzin Gangguan;

3. Foto copy NPWP pemilik:

4 Toto  copv Scrlilikal  Badan  Usaha vang telah  diakreditasi  otehr

IL.PIK/Re
CDirektur

comendasi:

h

a. Pas photo Dircktur perusahaan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 2 lembar:
b. loto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar:
¢. Foto copy Lazah terakhir 1 (satu) lembar;
6. Tenaga Teknis
a. lFoto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar:
b, Loto copy ljazah terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;,
7. Tenaga Non Teknis :
a. loto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru T (satu) lembar;
b. lFoto copy ljazah terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak | (satu) lembar;
¢. Foto copy lazah terakhir staf (minimal 2 orang).

Masa Berlaku

A

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

Jangka Waktu Proses

4 hari kerja

Standar Biaya Retribusi Penerbitan zin

1. Tarit Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

a. Bukan Usaha Kectl (MT.M2.3) (> Rp.3 milyar) Rp. 250.000.00
b. Usaha Kectl(K1. K2, K3)(0 s/d | milyar) Rp. 100.000,00

2. Tarif Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi/Konsultansi
a. Usaha Kecil(K1. K2, K3)(0 s/d 1 muilvar) Rp. 37.500,00/sub bidang

/2



8.

b. Bukan Usaha Kecil (MT.M2.3) Rp. 75.000.00 sub bidang

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

10. Izin Penumpukan Kayu dan Non Kayu

-2

d

Pengertian
Izin yang diberikan untuk sctiap kegiatan penumpukan kayu dan non kayu yarg
diperjualbelikan.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang lzin Penumpukan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasi) Hutan kayu dan Non Kayu.

Klasi{tkasi Sasaran

Perusahaan. perorangan dan atau badan usaha lainnya yang memperjuatbelikan kavu
dan non kayu. batk dalam bentuk usaha panglong maupun di lokasi penumpukan
lainnva.

Persyaratan

EoMengist formulir permohonan perizinan. bermaterai 6000:

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000:

3. Rekomendast dart Kortak Perkebunan dan Kehutanan setempat:

CJoto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon:

. Daltar perincian stock kayu bulat/olahan sesuai dengan jenis kayu ukuran daz
jumlah volume.

I

t/e

Masa Berfaku
I (satu) tahun
Jangka Waktu Proses

14 hari kerja

Standar 3iaya Retribusi Penerbitan Izin

I. Volume kayu kurang dari 50 m* Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Volume kayu dari 50 m*- 100 m* Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah):

3. Volume kayu dari 100 m* - 200 m' Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Volume kayu 200 m' ke atas besarnya biaya retribusi dikalikan kelipatan nilai

angka 3.

o

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor
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ii. fzin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti

1. Pengertian

[zin pengambilan sarang burung walet dan sriti di habitat alami maupun habitat
buatan vang dilaksanakan olch pihak ketiga sdmgm salah satu bentuk kegiatan
pemaniaatan, pembinaan dan pengend

1a populast burung walet dan

sriti.

2. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Sarang
Burung Walet dan Srit

3. Klasifikast Sasaran

Sctiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha sarang burung walet dan sris:
di Kabupaten Lampung Timur,

4. DPersyaratan

. Mengisi formulir permohonan perizinan. bermaterai 6000:

2. Surat Kuasa apabila penpurusan izin dikuasakan. bermaterai 6071

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon sebanyvak 3 2 emoarn
4 Tolo copy lzin Mendirikan Bangunan .

5. Foto copy lzin Gangguan:

6. Foto copy bukt hak atas tanaa :

7. Upava Pengelolaan Lingkungan (LIKL)/Upaya Pemantazar oo
(UPLY/Surat Pernvataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

8. Rekomendasi dari Camat setempal;

9. Gambar lokasi:

10. Gambar bangunan.

Masa Berlaku

N

Selama masih melakukan kegiatan usaha
6. Jangka Wakuu Proses

14 hart kerja
7. Standar Biaya Retribusi Penerbitan [z

a. Retribusi 1zin Usaha

- Lantai 1 :Rp. 10.000.07 ~er meter
- Lantai 2 : Rp. 12300000 per meter
- Lantai 3 : Rp.12.000.01 per meter ]
- Lantai 4 dan seterusnya : Rp.17.500.00 per meter

b. Retribusi Daltar Ulang

- Lantai | - Rp. 5.000.00 per meter
- Lantai 2 Rp. 7.500.00 per meter
- Lantar 3 1 Rp.10.000.00 per meter
- Lantai 4 dan sceterusnya D Rp. 12.500.00 per meter

8. Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

/4
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12. Izin Optikal

2

0.

Pengertian

[zin penyediaan alal bantu penglihatan dengan tujuan komersil.

Dasar ukum
Peraturan  Dacrah Nomor 02 Tahun 2008 ‘I'entang Retribusi Pemberian  1zin
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi
Tempat-Tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.
[ g

Klasifikasi Sasaran
Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penyediaan alat bantu
penglihatan dengan tujuan komersil di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

crsyaratan

P >
A Persvaratan administrasi

. Mengisi lormulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan 1zin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Toto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. Tolo copy akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila

pemohon adalah badan hukum) .

5. Folo copy Surat lzin Gangguai:

6. Foto copy Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang ;

7. NPWP atas nama pemilik;

8. Daltar ketenagaan berikut ijazah;

9. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebagai penanggung jawab
dan bekerja penuh waktu;

10, Harus ada tenaga dokter spesialis mata bila menyelenggarakan taboratorium
lensa mata:

I'1. Surat Pernyataan kerjasama dengan laboratorium lensa jika belum memiiiki
sendiri:

[2. Denah lokasi. bangunan dan ruangan,

B. Persyvaratan T'eknis :
. Ada ruang tunggu. ruang periksa, ruang administrasi;
20 Lemari/rak tempat kKacamata:
ﬁ
D

Ruang periksa minimal 2 m x 6 m berikut peralatan optikal dengan kondisi

haik.
Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
Jangka Waktu Proses
14 hart kerja
Standar Biaya Retribust Penerbitan Izin

Rp.100.000.00

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor



13. [zin Apotek

I Pengertian

lzin penyediaan obat-obatan medik dengan tujuan komersil.

2. Dasar Hukum
Peratwran  Dacrah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemberian lzin
Penvelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Baz:
Tempat-Temapt Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

5

3. Klasifikasi Sasaran
Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penvedizzn -=z:-
obatan medik dengan tujuan komersil di wilayah Kabupaten Lampung Timur

4. Persyaratan

A. Persyaratan administrasi :
[. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000:

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 677 ..

3. Foto copy SP Apoteker;

4. Toto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon dan pas o~-00 skuran 4 x
6 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama apoteker dan pemilik a- 2t

5. Denah bangunan dan peta lokasi;

6. Sural yang menyalakan status bangunan dalam bentux akte  hak

milik/sewa/kontrak:

7. Daflar ketenagaan berikut ijazah. SP, SIK:

& Asli dan salinan daltar alat perlengkapan apotik:

9. Surat Pernyataan dart apoteker pengelola apotik bahwe 2:x bekerja tetap
pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pergeiola apotik di
apotik lain:

10, Asli dan Toto copy Surat Izin Atasan:

[EAKLe perjanjian kerjasama apoteker pengelola gpotix cun pemilik sarana
apotik:

[2 Surat Perpanian Pemilik Sarana Apotils tdak teria: pelanguaran peraturan

perundang-undangan di bidang obat:

153 Rekomendasi dari Tkatan Sarjana farmasi Indonesia «I1SFH:

T4 NPWP pemihik apotik.

13. Persvaratan Tekms ¢
[ Ada ruang tunggu. ruang obat, ruang administrasi. kamar mandi WC;
20 Lemari/rak obat termasuk femart khusus untuk obat narkotika. femari es;

3. Peralatan kelarmasian dalam kondisi baik.

Masa Berlaku

LN

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

6. Jangka Waktu Proses
14 hart kerja

~]

Standar Biaya Retribusi Pencrbitan Izin
Rp.500.000.00

16
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8.

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

14. 1zin Toko Obat/Tradisional

=

(%]

0.

8.

Pengertian

I7in penyediaan obat-ohatan medis dan atau non medis dengan tujuan komersil.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemberian izin
Penvelengparaan Sarana Pelayanan Keschatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Baz:
Tempat-Tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Adr Bersih.

Klasifikasi Sasaran
Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penveZ - o+

Timur,

Persvaralan

A. Persyaratan administrasi

1. Mengisi fTormulir permohonan perizinan, bermaterai 600¢:

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermater.. =

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik:

4. Toto copy Izin Gangguan:

S, Daltar pernyataan dari pemilik sanggup mentaati Xeteri.zr Zin peraturan
yang berlaku sebagai penyelengpara toko obat untek =:2zx =2 ual obat yang
menggunakan resep dokter;

6. Syarat bagt Penangggung Jawab Asisten Apoteker
a. Foto copy 1jazah.

b. Surat Izin Kerja (SIK). dan
c. Sural Pernyataan bersedia menjadi penangguns "aw =z Zengan materai dan
pas foto 4 x O):
7. Denah lokasi. status bangunan. fuas bangunan dan Zen2h ~angunan;
8. Matcrai Rp.6.000 schanvak 2 lembar
3. Persyaratan T'cknis ¢

Ada Temari/rak tempat menvimpan dan memajang oba: 222t serta harus terjamin

kebersihannya.

Masa Berlaku

3 (tiva) tahun dan dapat diperpanjang
Jangka Waktu Proses

14 hart Kerja

Standar Biava Retribusi Penerbitan lzin

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor



135. Sertifikasi Laik Sehat

. Pengertian
Tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikcluarkan oleh pemerintah daerah
untuk keperfuan mendirikan badan usaha kesehatan baik pribadi maupun terorganisir.
2. Dasar Hukum

Peraturan  Dacrah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemberian  lzin
Penvelenggaraan Sarana Pelavanan Keschatan, Pemeriksaan/ Uji Laik Sehat Bagi

3. Klasthikast Sasaran
Setiap orang pribadi atau badan hukum vang melakukan pengelolaan air bersih untuk
Keperluan air minum maupun untuk keperluan lain.

4. Persyaratan
I. Mengisi formulic permohonan perizinan, bermaterai 6000;
2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan. bermaterai 6000;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;
4. Foto copy Surat [zin Gangguan:
5. Pas photo 4 x 6 schanyak 3 lenibar
6. Foto copy Surat [zin Usaha Perdagangan :
7. NPWP pemilik:

5. Masa Berlaku
S (ltma) tahun dan dapat diperpanjang

6. Jangka Waktu Proses
14 hari kerja

7. Standar Biaya Retribusi Pencrbitan Izin
1. Taman Rekreasi Rp.100.000
2. Klab Malam, Diskotik dan Bar Rp.200.000
3. Pant Mandi Uap Rp. 100.000
4. tote! Bintang Rp.500.000
5. Hotel Melati/Penginapan Rp.200.000
6. Pondok Wisata Rp.100.000
7. Cottage Rp.100.000
8. Perkemahan Wisata Rp.100.000
9. Kawasan Pariwisata Rp.100.000
10. Restoran/Rumah Makan Rp.100.000
1. Jasa Boga Rp. 100.000
12, Industrt Makanan dan Minuman Rumah Tangga Rp.100.000
13. Dunia Fantas: Rp.100.000
14. Pusat Seni dan Pameran Rp. 50.000
15. Taman Satwa dan Pameran Rp. 50.000
16. Pusat Perbelanjaan/Swalayan Rp.100.000
[7. Industri Lainnva Rp.100.000
18. Pest Control Rp.250.000
10, Sawmill Rp. 100.000
20. Toko/Kios Pestisida Rp. 100.000

Tempat-Tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.



]

21. KUD Rp. 507

22, Salon Kecantikan Rp. 30.00-

23, Panu Pijat Rp. 30.000

24, Pemeriksaan Kualitas Air Rp.300.000
(Fisika. Kinua. Bacteriologis)

25, Kolam Renang Rp.300.000

26. A st Uilang Rp.100.000

8. Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

16. 1zin Mendirikan Bangunan (IMB)

o

LI

Pengertian

Izin vang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan sccara [isik berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan

Klasifikast Sasaran

Setiap orang pribadi atau badan hukum yvang akan mendirikan bangunan secara fisik
di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Persyaratan

L N —

o

Mengisi tormulir permohonan perizinan. bermaterai 6000

Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterar 6000:,

Foto copy Kartu Tanda Penduduk erbaru pemohon;

Foto copy Bukti Tak Atas Tanah :

FFoto copy Tanda [unas PBB tahun terakhir;

Surat persetujuan lingkungan/tetangga vang diketahui Kepala Desa.

Gambar rencana pembangunan yang dilengkapi skema situasi vang dimohonkan.

=

Surat  Keterangan  Dava Dukung Tanah dari Laboratorium  yang diakui

pererintah, ter

wdap bangunan vang direncanakan berlantai 4 (empat) ke atas:

Untuk Bangunan Fungst Vosclain syarat tersebut ditambah dengan

a.

b.

d.

Rekomendasi Akle Pendirian Perusahaan bagi vang  berstatus  Badan
Hukwn/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan
bagi koperasi:

Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-
persyaratan teknis bangunan sesual dengan Pedoman Teknis vang ditetapkan
oleh Mentert Pekerjaan Umum, serta Garis Sempadan Bangunan:

Surat Pernvataan Permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-
persyaratan teknis dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri
Pekerjaan Uhmum serta Garis Sempadan Jalan Koefisien dasar bangunan dan
Koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Rekaman  Rencana Tata Bangunan Prasarana  Kawasan [ndustri yang
disetujui oleh Kepala Dacrah dengan menunjukkkan kapling untuk bangunan
yang bersangkutan. bagi perusahaan yang bersangkutan. bagi Perusahaan
Industri yang berlokasi di kawasan industri:

19



e. Memiliki undang-undang gangguan. kecuali bagi yang keberadaannya wajib
amdal atau yang berlokasi di kawasan yang telah ditentukan.

5. Masa Berlaku

Berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak ada perubahan/penambahan dan
dapat dipindah tangankan.

6. Jangka Waktu Proses

15 hart kerja

7. Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

a. Retribusi berdasarkan klasifikasi bangunan :

1. a. Bangunan Fungsi | Klastfikasi a Rp.1.000.00/m’
b. Bangunan Fungsi | Klasifikast b Rp.1.500.00/m*
c. Bangunan Fungsi I Klasifikasi ¢ Rp.Z‘OOO,OO/‘m_2
d. Bangunan [Fungst I Klasifikasi d Rp.1.750.00/m*
2. a Bangunan Fungsi 1T Klasifikasia - - Rp.1.500,00/m?
£ b, Bangunan Fungsi T Klasifikasi b Rp.1.500.00/m"
' ¢. Bangunan Fungsi 11 Klasifikasi ¢ Rp.3.000.00 m~
d. Bangunan Fungsi [T Klasitikasi d Rp.2.500.00 m~
3. a. Bangunan Fungs H1 Klasifikasi a Rp.2.000.00 :t:f
b. Bangunan Fungsi 11 Klasifikasi b Rp.2.500.800 -
¢. Bangunan PFungsi [ Klasifikasi ¢ Rp.3.000 00 e
d. Bangunan Fungst 1 Klasifikasi d Rp. 27300 o
4. Bangunan Funest IV adalah bangunan Budidayva Walet setizr oo siung
I tantar Rp.7.500.00/m".
S0oa Bangunan Funesi V Klasilikasi a R 2 .
b. Bangunan [ungsi V Klasilikasi b Rp23 oo
¢. Bangunan Fungsi V Klasilikasi ¢ Rp.= oo
d. Bangunan Fungsi V Klasifikasi d Rp<  omr
6. Terhadap bangunan lain vang mencakup dalam banzunes Torost LU TV,

. : : ‘ L . . . 2
dan V dengan klasifikasi a. b, ¢ dan d dikenakan biave seresar Rp.1.000.00/m”.

7. Terhadap bangunan febih davt T gsatu) tingkat mase tos cnchat dikenakan
biaya scbagai berikut

a. Tingkat ke I S 1S N tarf lantad T menuras funest bangunan

b. Tmgkat ke I =2 xtart lantar | menurut fungsy bangunan

c. Tingkat ke IV = 2.5 x tani!’ lantai | menurut tungst bangunan

d. Terhadap bangunan tingkat V dan sterusnya keltpatan menurut jenjang a. b
dan c.

b. Biava pembuatan plat nomor sebesar Rp. 15.000,00

¢. Biaya Administrast sebesar Rp.25.000.00

20



P ]

8.

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor

17. Rekomendasi Kesesuaian Lahan

!\)

aJ

6.

Pengertian

Rekomendasi  yang  diberikan  sehubungan dengan  persetujuan lokasi untuk
pembangunan baik oleh instansi pemerintah maupun badan swasta/ perorangan.

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Rekomendasi

Kesesuaran T.ahan

I lasifikasi Sasaran

Setiap orang, badan usaha dan instansi pemerintah yang memerlukan lokasi dengan
luas sampai dengan luas tertentu untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten

Lampung Timur.

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon

5
sendiri, bermaterai 6000;

3. Surat Rekomendast Camat sctempat

4. Surat Hak Atas Tanah yang sah untuk kepentingan lokasi dimaksud.

5

harus melampirkan rencana lokast lahan.

~Untuk pembangunan rumals tingeal sclain mengajukan persyaratan tevsebut di atas
& oo ot

6. Bagt instanst pemerintah/swasta maupun perorangan apabila pembangunan
bangunan dimaksud dapat menimbulkan dampak lingkungan harus melampirkan
Japoran Penvajian Informast Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Lam Tim;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon.

Masa Berlaku
Berlaku selama tidak ada penambahan lahan.

Jangka Wakuu Proses

15 hart kerja

Standar Biaya Retribust Penerbitan Rekomendasi

Tidak dikenakan Biaya Retribusi Penerbitan Rekomendasi.

Kewenangan Penandatangan

Kepala Kantor
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